BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-912/K/1995
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang . a bahwa untuk tercapainya ketertiban dalam pelaksanaan penyusutan arsip Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan perlu adanya Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan

(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);

3.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 1983 Tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;

4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-88/K/1983
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

5.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-
213/K/1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan K euangan dan
Pembangunan;

Memperhatikan : 1.Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : SE/02/19983 tentang

Pedoman Umum untuk menentukan Nilai Guna Arsip.

2. Pertimbangan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dalam suratnya Nomor :
S.664/Lahta/X/1995 tanggal 17 Oktober 1995.

3. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam suratnya Nomor :
K.26-25/V .46/74 tanggal 25 Oktober 1995.

4. Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dalam surathya Nomor
LT.10.1/958/1995 tanggal 1 Nopember 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TENTANG JADWAL RETENS ARSIP BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1

(L)
2

3)

Arsip BPKP adalah naskah-naskah yang dibuat dan/atau diterima oleh unit-unit di lingkungan Badan
Pengawasan K euangan dan Pembangunan dalam bentuk dan corak apa pun baik dalam keadaan tunggal maupun
berkelompok dalam rangka pel aksanaan tugas/kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi jenis-jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai
dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.

Penyusutan arsip adalah kegiatan untuk pengurangan arsip sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 1979.

Pasal 2
Menetapkan Jadwal Retensi Arsip BPKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
Jadwal Retensi Arsip tersebut pada ayat (1) Keputusan ini dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip di
lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Pelaksanaan penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini
dilakukan secara rutin dan dibuatkan BeritaAcara

Pasal 3

Pemusnahan arsip yang mempunyai jangka waktu simpan 10 (sepuluh) tahun atau lebih dalam pelaksanaannya
berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34Tahun 1979.



Pasal 4
(1) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana diatur dalam Keputusan ini berlaku untuk arsip yang tercipta dan/atau
diterima sgjak ditetapkannya Keputusan ini.
(2) Untuk arsip-arsip yang tercipta dan/atau diterima sebelum ditetapkannya Keputusan ini, prosedur
pemusnahannya.berpedoman pada Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor :
SE/01/1981.

Pasal 5
Hal-hal yanag belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKART A

Pada tanggal : 09 Nopember 1995,
KEPALA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN ;
DAN PEMBANGUNAN

TTD

Drs. Soedarjono
Tembusan disampaikan kepadaY th.: NIP 0600287876
1. KetuaBadan Pemeriksa Keuangan ;
2. KepalaArsip Nasional Republik Indonesia
3. KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara.

Catatan :
Lampiran ada di Biro Hukum



